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' ANAN YANG MAHA ESA

a tit;g pertama d y ajelis Hakim telah menjatuhkan
'r

aitberikut da fa Géfai Gugat antara:

s

sebagail Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta (Usaha Bengkel), tempat kediaman di
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada
tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara  Nomor
809/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 02 September 2013 di hadapan PPN KUA
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : tanggal 02 September 2013 ;
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mah kost di Pasangkayu, dan

al di rumah keluarga Tergugat di

sebutdiata
a dari gﬁ
kﬁ%wz

menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2014 ;

ebut telah hidup sebagaimana

, hamun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober
2016 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah karena :
6.1. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan keluarga
Penggugat ;
6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menampar
Penggugat) ;
6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat) ;
6.4. Tergugat sering mengatakan kata talak terhadap Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
pada bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
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bercerai dengan Tergugat
but di atas, Penggugat mohon
Palu cq. Majelis Hakim yang

sebagai berikut :

ergugat terhadap Penggugat;
enurut ketentuan yang berlaku ;
SUBSIDER :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil
namun pihak kelurahan tidak menandatangani panggilan tersebut karena
Tergugat sudah pindah ke Polman.

Bahwa karena alamat tidak diketahui maka Penggugat memohon
mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada saat persidangan Penggugat hadir sedangkan
tergugat tidak hadir karena menurut kepala Desa bahwa Tergugat tidak lagi

berada pada alamat tersebut karena pindah ke Polman.
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berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.

2. Menyatakan perkara Nomor 809/Pdt.G/2021/PA Pal, dicabut

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
370.000.00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H,
sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Nurbaya, MH

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :
Pendaft/ NBP :Rp 50.000,00

- ATK Perkara :Rp 75.000,00

- Panggilan :Rp 225.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah ‘Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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